


KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan alas rahmat dan Kirasa-Nya sebingga Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Kegiataa Tahun 2019 dapat disusun dan selesai dengan baik. Saya ucapkan
terima kasih kepada Jajarac Hakim, dan pegawai PTUN Manado, karena telah bekerja sama
dengan baik sehingga laporan kegiatan ini dapat diselesaikan.

Dengan ini disampaikan iaporan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta
pelakaanaan program sebagaimana tercantum pada DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun 2019
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Tahun 2019 sebagai berikut:

1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung R.I
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I
3.Program Peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung R.I terdiri atas pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Operasional dan
Petneliharaan Kantor.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I meliputi
pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa Laptop untuk Hakim.

Kegiatan Program Peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
meliputi Pelayanan Posbakum dan Pelayanan Perkara Prodeo.

Laporan Tahunan ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dari Instansi PTUN Manado
yangjugamerupakannilaikelembagaandari Mahkamah Agung. Laporan Tahunan ini dibuat
untuk memberikan infonnasi kinerja dan indikator capaian tugas dan fungsi yang di emban
oleh PTUN Manado serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Tingkat Banding.
Selain itu laporan ini bertujuan unttik memberikan dan menyediakan data dukung yang
dibutuhkan Pengadilan Tingkat Banding sebagai sutnber data penyusunan laporan tahunan
serta sebagai liahan infonnasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinan
dan pcngawasan oleb Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado.
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BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado merupakan lembaga peradilan tingkat pertama

di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Pcngadilan Tata Usaha

Negara Manado berkedudukan di Jl. Pumorouw No. 66 kode pos 95125 Kota Manado.

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dibentuk bcrdasaikan Keputusan Presiden Nomor 41

tahun 1992 (pasal 2 ayat 3) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.

KMA/OI2/SKyiII/l993 tanggal 5 Maret 1993. Pada awalnya berdirinya daerah Uukum P1UN

Manado meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Sulawesi Ulara dan

Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1997 didirikan PTUN Palu yang daerah hukumnya meliputi wilayah

Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Sulawesi Tengah, sehrngga Daerah Hukum PTUN

Manade tinggal Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Sulawesi Utara. Tahun 2000 Provinsi

Sulawesi Utara dimekarkan dengan terbentuknya Provinsi Goronlalo raaka saal ini Daerah

Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kota

didalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor

17 Tahun 2016 Tanggal 25 April 2016 Tcntang Pcmbcntukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sehingga Pengadiian Tata

Usaha Negara Manado tinggal meyisahkan satu Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Yang

lerdiri dari 11 Kabupatcn dan 4 Kota, 3 Kabupaten yaitu sangihe. Talaud dan Sitaro adalah

Daerah Kepulauan.

Laporan ini dibuat berdasarfcan perfcembangan yang terjadi pada masing-masing bidang

kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam satu tahun. Selain

diperlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturau, laporan pelaksanaan kegiatan ini  juga

berlungsi sebagai kontrol terhadap kinerja internal Pengaditan Tata Usaha Negara Manado.

Dengan adanya laporan ini dtharapkan akan membantu mengontrol dan mendokumentaslkan

perkembangan sfalistik pada Pengadiian Tata Usaha Negara Manado seeara ringkas sehingga

Pengadiian Tala Usaha Negara Manado dapat mengetahui tluktuasi basil kerja pada setiap

bulan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.
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Untuk perkara yang dimohonkan Banding pada lahun 2018 dan belum diputus

sampai dengan tahun 2019 merupakan sisa perkara Banding tahun 2018 sebanyak 11

perkara, sedangkan perkara yang dimohnnkan Banding pada lahun 2019 sebanyak 15

perkara sehingga total perkara yang hanis diselesaikan berjumiah 26 perkara.
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KEADAAN PERKARA, PENYELESA1AN PERKARA

DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

. Kcadun Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Manado

I. Keadaan Perkara Tingkat Pcrtama

Keadaan perkara tahun 2019 adalah melipmi sisa perkara tahun 2018 ditambah

dengan jumiah perkara yang masuk alau didaftar sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2019.

Tahun 201S terdapat sisa perkara yang belum diputus dan hanis diselesaikan

atau diputus pada tahun 2019 disebabkan karena perkara-perkara tersebut masih dalam

proses persrdangan, untuk sisa perkara tahun 2018 yang hams diselesaikan pada tahun

2019 sebanyak 11 perkara sedangkan yang masuk atau didailarkan pada tahun 2019

sebanyak 38 perkara gugatan dan 2 perkara permohonan (Permohonan Fiktif Positif)

sehingga total perkara yang harus disclcsaikan berjumiah 11 +38 + 2 = 51 perkara.



I. PENYELESAIAN PERKARA

1.Jumiah Sisa Perkara Yang Diphtus

Pada tahun 2019 scmua perkara sisa tahun 2018 telah diputus setta diminulasi

sehiugga 11 perkara sisa atau lunggakan tahun 2018 telah diselesaikan pada tahun

2019.

Sedttngkan dari 38 perkara gugatan dan 2 perkara pemlohonan atau 40 perkara

yang didajtarkau pada tahun 2019 yang telah diputus dan dimmutasi pada tahun 2019

sebanyak 20 perkara.

2.Jamiah Perkara Yang DlputdS Tepai Waktu

Untuk perkara sisa tabun 2018 sebanyak 11 perkara yang telah diputus lahun 2019

dhambah 20 perkara yang didattarkan dan diputus tahun 2019 aiau total 31 perkara,

dari 31 perkara lerdapal 29 perkara yang diputus lepal waklu sedangkan 2 perkara yang
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. Keadaan Perkara Peniajauan Kembali

Keadaan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2018 dan

beitwu diputus patfa tahun 2018 berjumiah 8 perkara sedangkan perkara yang

dimohenkan Peninjauan Kembali tahun 2019 berjumiah 4 pctkara sehingga total

perkara Peninjauan Kembali yang harus diselesaikan berjumiah 12 perkara.
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3. Keadaan Perkara Tiagkat Kasasi

Perkara yang dimohonkan Kasasi tahun 2018 dan belum diputus sampai tahun

2019 merupakan sisa perkara Kasasi tahun 2018 berjumiah 8 scdangkan perkara yang

dimohonkan Kasasi tahun 2019 berjumiah 12 perkara sehingga total  perkara Kasasi yang

hanrs diselsaikan berjumiah 20 perkara.



diputus melampaui 5 bulan disebahkan pada saat persidangan para pihak sermg tidak

hadir dan waiaupun telah berkali-kali diingalkan olch Majelis Hakim akan tetapi para

pihak sclalu memenuhi tuntutan dari Majelis Hakim pada saat kesempatan yang

terakhir sehingga pada tahun 2019 tcrdapat 2 perkara yang diputus melampaui 5 hulan.

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukai Upaya Hukum Bading, Kasasi dan PK

Perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 31 perkara dan dari 31 perkara yang

diputus, dicabut maupun dismissal tahun 2019 terdapat sebanyak 15 perkara yang

mengajukan upaya hukum Banding sedangkan 16 Perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum Banding.

Dari 15 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding sampai dengan akhir

tahun 2019 masih terdapat 6 perkara yang belum putus Banding sedangkan yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 2 perkara.

Pada tahun 2019 dari 15 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding

terdapat sebanyak 12 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan sedangkan

yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi scbanyak 3 perkara.

Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2019 sampai dengan iaporan ini

dibuat lidak ada yang mengajukan upaya PK.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

1.POSBAKUM

Pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melakukan MolJ

bersama Pos Bantuan Hukum Ikadin Sulawesi Ulara dengan nomor

W4.TUN2/09a/PL.08/l/2019 Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Surat Perintah Kcrja

Posbakum 2019. Pada tahun 2019 mereka telah meiaksanakan piket seeara ratio sesuai

dengan jadwal yang telah dibual dan lelah mendampingi satu pemohon yang kurang

2.Perkara Prod™ (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada lahun 2019 terdapat 1 perkara Prodeo dan perkara tereebut telah diputus

tepat waktu di mana Penggugal tidak lagi mengajukan upaya hukum Banding.
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Sumber daya manusia (SDM) adalah suatu taktor yang sangat penting babkan

t dak terlepas dari suatu organisasi yang pada hakikatnya SDM berupa manu ia anc

dipckcrjakan di organisasi apakah itu pemerhtlah atau swasta. SDM adalah penggerak,

pemikir, dan pcrencamt untuk mencapai tujuan organisasi. Olch karcna itu meialui

pengelolaan SDM pada jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang unggul

diharapkan dapat meningluttkan kualitas dan kemampuan SDM Teknis Yudisial dan SDM

Non Teknis supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara mafctim 1 d lam

memberikan pelayanan hukum yang berkcadilan kepada masyarakat pencari keadilan,

Ydapun kondisi SDM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di lahun 2019 adalah

1.  SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang teknis yudisial pada akbir tahun

2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado seluruhnya berjumiah 17 (tujuh belas)

orang yang terdiri dari 1 orang Ketua/Hakim, 6 (cnam) orang Hakim, 1 orang Panitera, 1

orang Panitera Muda Hukum, I orang Panitera Muda Perkara, 4 (empat) orang Panitera

Pengganti, 2 (orang) Jura Sita Pengganti, dan I orang PNS/Calon Hakim.

ficrikirt daltar ASN di bidang teknis yudisial ditinjau dari jabatan,

pangkat/golongan ruang, tingkal pendidikan, umur, dan jenis kelamin.
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.  IV/a: 1 Orang

•  lV/b: 1 Orang

a  !V/d: 1 Oraug

SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS

Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer di bidang non teknis

pada akhir (ahun 2019 di Pengadilan fata Usaha Negara Manado seluruhnya berjumiah 17

(lujuh belas) orang yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian,

3 (tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 10 (sepuluh) orang Tenaga

Honorer.

Bcrikut daftar ASN di bidang non teknis dilinjau dari jabatan, pangkat/golongan

ruang, tingkal pendidikan, umur, dan jenis kelamin.

ASN NON TEKNIS
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Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor W4.TUN2/945/KP.I

tanggal 15 Oktobcr 2019 tcntang Penetapan Hastl Penyusunan Analisis Jabatan dan

Perhilungan Anaiisis Beban Keija, maka kekurangan ASN pada bagian Kesekretarialan

dan Kepaniteraan adalah sebagai berikut:
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u adalah 2pada b
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KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Melihat paparan profil SDM pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manad

t t I ASN >    j mini  4 (d  p 1 1    pat)    ing d  T  t K I k squt



Oleh karerta itu, kami memohon pertimbangan dari Pimpinan Tingkat Banding,

Badan Peradilan Milttcr dan Tata Usaha Negara dan Pimpinan Mahkamah Agung

Rcpublik Indonesia unluk dapat merealisasikan kebutuhan jumlah ASN di Pengadilan

Tata Usaha Negara Manado sehingga tidak terdapat lagi rangkap tugas dan pelaksanaan

tugas pokek serta pelayanan masyarakal peneari keadilan dapal difaksanakan dengan

tuntasdanmaksimal.

3.  MUTASI

Berikut kami sajikan pola mutasi baik mutasi internal, mutasi masuk, dan mulasi keluar

yang tetjadi selama tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

a.Mutasi Internal

1)Oktoften Wellielmina Makalew, S.H, sebagai Panitera Muda Perkara sekaligus

membantu tugas pada Bagian Kepaniteraan Perkara (Meja II).

2)Joppi Tumbuau, S.H. sebagai Panitera Pengganti sekaligus membantu tugas pada

Bagian Kepaniteraan Perkara (Meja Hi).

3)Jolla Tnmbuan, SJL sebagai Panilera Pengganti sekaiigus membantu tugas pada

Bagian Kepanileraan Perkara (Meja 1).

4)Satnson Bronion Wongbar, S.E. sebagai Jura Sita Pchgganli sekaligus membantu

mgas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagai Behdahara Pengeluaran.

5)Iswttntii Kau sebagai lura Sita Pengganti sekaligus membantu tugas pada Sub

Bagian Umum dan Keuangan.

b.Mutasi keluar

1)Chrisiid Ahdrtani, S.H., M.H., Hakim Pengadilah Tata Usaha Negara Manado

mutasi sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

2)Sanny Pattipeilohy, S.H, MJL, Hakim Pengaditan Tata Usaha Negara Manado

mutasi sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
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4.  PROMOS1

Pola promosi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tahun 2019 adalah promos!

kenaikan pangkag promosi kenaikan gaji berkala, dan promosi jabatan. Berikut disajikan

promosi yang terjadi.

a.Prnmosi Kenaikan Pangkat Reguler per April 2019

Golungan lll/t ke IHAi^ 2 orang

b.Promosi Kenaikan Pangkat Reguler per Oktaber 2019

Mahkamah Agatig RT

18.VSEK/KP.I/SKAII/
20!9laoggal2L

Pengadilan di

Mahkamah AgungRI

Kcputusaii  Ketua

77/KMA^SK/IV/2019

Mutasi  1  lak i in ringgi ,

Ltagkungan Petadilan

Pengadilan

Pengsthlan

Pengadilan
tinggj rata

Negara

Pcngaditati

Negara

Saw^

Jlngkat  1

Pcmbina

3)Baharuddin, S.H., M.H., Hakim Pengadiian Tata Usaha Negara Manado mutasi

sebagai Hakim Pengadilan Tala Usaha Negara Makassar.

4)Jaenal Arifin Sujoko, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado inutasi sebagai Panitera  Pengganti  Pengadilan Tata Usaha Negara

Gorontalo.

c. Mutasi Masak

1)Al'an Basyier, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mutasi

sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

2)Herta Butarbular, Staf Sub Bagian Kepegawatan Pengadilan Hnggi Tata Usaha

Negara Makassar mutasi sebagai Kepala Sub Bagian Pereneanaan, Teknologi

InEormasi, dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.
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PROMOSI KENAIKAN PANGKAT REGULER PER APRIL 2019

TMT:III APRIL2019

:. Promosi Kenaikan Giji Berkata Tahnn 2019

•PeriodeFebruari20l9:1 orang

•Periode Maret 2019:4 orang

•Periode April 2019:4orang

•PeriodeDesember2019:1 orang

1.   Promosi Jabatan Tahnn 2019: 2 orang
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5.  PF.NSIUN

Sclama pcriode tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terdapat I

Pegawai Negeri Sipil yang pcnsiun/puma b^ti yakni:

•  Martha Snmale per 1 April 2019

lingkungan

P^ ^abaiShuktnral

Pqjahat Stniktural
Pengadilan di

Mahkamali  Agung

SK PROMOSI ~t

Negara

Pelaporan
Pe^adilan
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Bagian

HI*!
^esl

Unggi I'ato
Usaha Negara

Makassar

Bagien

iL^

TinpkallNIP. 19720718.199403.2.001

NTP.i97l03l3.L993kl.004

NAMAIMP

2

PROMOSI JABATAN TAHUN 2919



DIKLAT DAN BMBMGAN TEKNIS

Sasoran peningkatan efektiritas kualitas SDM melalui Diklal dan Bhnbingan

Teknis dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitaa dan manajemen SDM dalam

memberikan pelayanan dalam menyelenggarakan peradilan. Berikut disajikan informasi

ASN Teknis Yudisial, ASN Nun Teknis, dan Tenaga Honorer Pcngadilan Tata Ussha

Negara Manado yang telah mengikutj Dikial dan Bimbingan Teknis dalam periode tahun

2019.
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99.06

99.21

99.74

(6)

Perscntasi %

608.750

8.331.346

9.838.592

(5)

Sisa

Anggaran

64.391.250

1.045.506.654

3.837.644.408

Realisasi

Anggaran

65.000.000

t.053.838.000

3.847.483.000

PaguDlPA

Belanja Modal

Belanja

Barang

Belanja

Pegawai

P)

Uraian

Belanja

3

2

'

(^

No

lg belanja adalah sebagai berikul:

. DIPA 005.01.0L2.531872

Per31 Desember 2019, dengan rii

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

DAN TEKNOLOGIINFORMASI
. Ptngektlaan Keuangan

Berdasarkan Dafiar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang bersumbcr dari Unit

Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA 01) Mahkamah Agung Rl tiengan Nomor

SP DIPA- 005.01.2.531872/2019. Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado kode satkcr DIPA A-005.0I.2.53I872 mendapal alekasi Anggaran Helanja Rp.

5.736.020.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratos Tiga Pulub Emm Jnta Dna Pulnh Ribu

Rupiah) namun terdapat bcbcrapa kali Revisi Anggaran dan mendapal Anggaran Biaya

Tambahan (ABT) sehingga Uilal anggaran diakhir tahun 2019 setelah dilakukan Revisi ke

10 berubah menjadi Rp. 4.919.233.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratas Sembilan

Belos JutaDua Ratus Tiga Pulub Tiga Ribu Rupiah)

-   Kealisasi Anggaran Non Teknis

Anggaran Belanja Kode Satker DIPA-05.01.2.531872 Pcngadilan Tata Usaha Negara

Manado meliputi Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Belanja Non-Operasional, Dan

Belanja Modal dengan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung.



B  Pcngckttaan Sarana dan Pi asarana

Kelersediaan Sarana Prasarana Sangat berpengarah lerbodap Kualitos Pelayanan

Pblkmykpekdl Thund tahP dlanlta Usaha Negara

Manado berasaha meningkatkan ketersediaan Sarana Prasarana walaupun disadari masih

belum mencapai maksimal. Akan tetapi ada perubahan kearah kcbaikan dari tahun ke tahun.

Tahun 2019 SOP Pengelolaan Sarana Prasarana mcnggunakan sasaran mutu berdasarkan

Hasil Akrcdttasi dan Rctbrmasi Birokrasi Tahun 2019 agar penangganan lebihdapal terakur

dan akan lebih meningkatkan, Sehingga dapat mencapai sasaran yangdiinginkan. Berikut

keadaan Sarana Prasarana Tahun 2019:

1.Sarana dan Prasarana Gedung

Pengadilan Tala Usaha Negara Manado terletak Ktmrplek Perkantoran lalan Kaya

Pumorouw No.66 Kelurahan Banjer Kec.Tikala Nomor Telpon 0431-853765, l.uas lanah

Kantor 3500 M2 dengan Status Tanah Hak Gana Pakai atas nama Pemerintah Republik

Indonesia. Pengadaan Tanah dllaksanakan Tahun 1992 Luas Bangunan 1000 M2 Luas

Halaman 2500 M2 satu Lantai Belum Protype.

2.Pcmclillaraan Sarana, Prasarana dan Fasili tas Gedung

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarata Gedung yang disediakan dalam Dlt"A

Ol Tahun 2019 meliputi Pemeliharaan Gedung, Kendaraau, Dinas, Iovcntaris, Laptop,

AC dan Mesin Ftito Copy sebagai berikut:

99.97

(6)

Persentasi

%

15.000

(5)

Sisa

Anggaran

51.435.000

(4)

Kevisi

Anggaran

51.450.000

(3)

Pogn DIPA

Belanja Barang

(2)

Uraian Btlanja

1

(!)

Nu

Usaha Negara (TUN) per2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan militer dan ta

31 Desember 2019.

DIPA005.05.2.531873
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Keterangan
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1

2

1

3

4

1

2

7

8

6

9

20
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1

2

3

4

10

5

2
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1

23
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2

*

Partisi

PotBunga

Meja Makan Kayu

Meja Makan Best

Kasur/ Spring Bed

Meja Resepsionis

MejaTelepon

Meja Komputer

Bangku Panjang Kayu

Banglra Panjang Rest / Metal

Sice

Kurai Kayu

Kurai Besi /  Metal

Meja Kerja Kayu

TUat Kantor Lainnya

Perkakas Kantor Lainnya

LCD Projector/Infocos

Display

Alat Pengaman / Stnyal
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White Board
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CCTV - Camera Control Television

Syslem

Tabung Pemadam Apt
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Rak Kayu
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Toilet Umum
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Scaner (Peralatan Personal Komputer)

Printer (Peralatan Personal Komputer)

Monitor

Laptop

P.C. Unit
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Kamera Digital
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Sound System

Kipas Angin

AC Split

Mesin Cuci

Mesin Potong Kumput

Jam Elektronik

Meubelair Uirtnya
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C.  Pengeloiaan Tekutilt igi Tufurmasi

1.lmplementasi e-court di Lingkungan PTUN Manado

Seiama tahun 2019 PFUN Manado melalui Admin E-Court telah melaksattakan

sosiaiisasi PERMA No. 1 Tahun 2019 baik kepada seluruh Hakim, Panitera, Panitera

Pengganti, Jura Sita Pengganti maupun kepada Advokat serta masyarakat peneari keadilan,

sosiaiisasi kepada personii PTUN Manado dilaksanakan melalui rapal ataupun secara

pcrseorangan sedangkan kepada Advokat maupun masyarakat peneari keadilan dilaksanakan

melalui sudul e-court yang Leidapat di meja PTSP PTUN Manado.

Hasil dari sosiaiisasi tersebut dapat dilihat bahwa seiama tahun 2019 perkara yang

didaBarkan melalui e-court sebanyak 14 perkara.

Untuk persidangan secara elektronik memang PTUN Manado belum melaksanakannya

disebabkan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

63O7SEK/SK7V1I72O19 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di mana unluk PTUN

Manado belum tennasuk dalam surat edaran ini sehingga walaupun teiah ada PERMA No. 1

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadiian Secure Elektornik

akan tetapi PTUN Manado belum melaksanakan Persidangan Secara Elektronik disebabkan

belum ada peneabutan atau petunjuk pengganti terhadap Surat Edaran Sekretaris Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 63O7SEK7SK/V1172O19.

2.Implemeatasi SIPP di Lingkuagan PTUN Manado

Pelaksanaan SIPP di PIUN Maoado seiama tahun 2019 dapat dikatakatt telah berjalan

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 11 perkara sisa tahun 2018 ditambah 38 perkara gugatan

dan 2 perkara permohonan yang didattarkan tahun 2019 sehingga dari total 51 perkara, yang

diputus pada tahun 2019 berjumiah 31 perkara dimana sisa perkara tahun 2019 sebanyak 20

perkara, dari sisa perkara yang berjumiah 20 perkara ini disebabkan karena perndallaran

perkofa tertumyak berada pada buian Oktober 2019, bulan Nopemher 2019 dan liulart

1

1

4

1

2

Head Copy Terminal

Modem

Hub

Router

Server

89

87

38

86

83



Desember 2019 sehingga perkara-perkara tcrsebut sampai dengan akhir tahun 2019 masih

dalam tahap pemcriksaan persiapan maupun persrdangan yang mana ke 20 petkara tersebut

menjadi ttmggaknn perkara lahun 2019 untuk diselesaikan pada tahun 2020.

Walaupun demikian penyelesaian perkara di PTUN Manado tahun 2019 sudah dapat

dikategorikan baik hal ini dapat kita lihat pada SIPP Mahkamah Agong maupun MTS

(Monitoring Implementasi SIPP) sampai dengan pcrianggai 31 Desember 2019 prosentase

penyelesaiaan perkara FTUN Manado adalah 61.54% disebabkan sampai dengan akhir tahun

2019 masih terdapat 20 pcrkara yang belum diputus disebabkan ke 20 perkara tersebut

didaltarkan pada bulan Oktober,  Nopember dan Desember 2019 sehingga masih dalam tahapau

persidangan.

Pada penilaian Implemeutasi SIPP sampai dengan akhir tahun 2019 PTUN Manado

berada pada uratan ke 20 dengan total nilai 36,03 point.



BABV

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Akreditasi Pcnjaminan Mutu

Pada Tahun 2018 PTUN Manado telah mendapatkan hasil akreditasi Penjaminan

Mulu dengan nilai 91,97.

Pelayanan Terpadn Salu Pinfn (PTSP)

Pada tanggal 29 Agustus 2019 tolah dilerbitkan Sural Keputusan Ketua PTUN

Manado Nomor W4.TUN277967KP.04.67VTII/2019 tentang Pembentukan Tim Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Tugas dan tanggung jawab dart Pctugas Meja PTSP tcrtcra sesuai dengan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Nomor 462/DJMT/KEP78/2O18 lenlang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara

sebagaimana tereantum dalam Lampiran II yang merapakan bagian htk tetplsahkan dari

Keputusan tersebut.

Lctak dari Meja PTSP pada PTUN Manado berada di depan dekat pintu utama,

dimana petugas yang berada di meja FTSP adalah Petugas PTSP Kepanileraan Muda

Hukum, Petugas Kepaniteraan Muda Perkara dan Petugas PI'SP Kesekretariatan, para

petugas adalah tenaga honorer akan tetapi sebagai penanggung jawab adalah Panitera

Muda Hukum, Panitera Muda Perkara, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepaia

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana juga Kepala Sub Bagian

Perencanaan Teknologi lnfbrmasi dan Pelaporan hal ini disebabkan karena sampai

dengan akhir tahun 2019 PTUN Manado masih sangat kekurangan tenaga staff.

Inovasi Pelayanan Publik

Untuk menunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Kepaniteraan

Hukum dalam hal ini Permohonan Infotmasi sesuai dengue amanat Surat Keputusan

KMA No. 144/KMA/SK/T/2011 teulang Pedoman Pclayanan lnfbrmasi Di Pengadilan,

melalui lim kreatiF PTUN Manado lelah membuat inovasi berupa aplikasi E-Li

(Eiektronik Layanan Informasi) dalam Pelayanan Permohonan Informasi.

E-Li merapakan aplikasi pctayanan informasi sesuai dengan atur atau pedoman

Surat Keputusan KMA No. 1447KMA7SK/T72O11 lentang Pedoman Pelayanan InFormasi

Di Pengadilan di mana pelayanan permohonan dari pihak pemohon mlormasi dapat

dilaksanakan melalui E-Li dan jawaban ataupun tanggapan terhadap permohonan

tersebut dapat dilakukan olch Pctugas Informasi, Pcjabat Pengclola [nlormasi dan



Dokumentasi, Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat dilakukan hanya

melalui aplikasi E-Li hal ini tentunya juga untuk menunjang pelaksanaan Pelayanan

Teipadu Satu Pintu (PfSP) di PfUN Manado yang mana walaupun kekurangan tenaga

Staff sehingga yang ditempat di Meja PTSP adalah tenaga honorer dengan pendidikan

SMA akau tetapi pelayauan intbnnasi dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat

peraturan petundang-urtdangan yang berlaku.



BAB VI

PENGAWASAN
A. Internal

Pengawasan merapakan salah satu fiingsi manajemen untuk menjaga agar tujuan

organisasi daftar tercapai sesuai dengan apa yang dtrencanakan. Pengawasan Internal meliputi

Pengawasan Mclckat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melckat, yailu serangkaian

kegiatan yang bcrsitat pengendalian yang terns - menertts dilakukan alasan Langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan rcfrcsif agar pclaksanaan togas bawaan tersebut berjalan

seeara eiektif dan cfisicn sesuai dengan rcneana kegiatan dan pcraturan perondang - undangan

yang bcrlaku. Scbagaimana yang tcriuang dalam Instruksi Presiden No.i Tahun 1989 tentang

Pedoman Pengawasan yang mclckat ini merapakan tugas pokok yang mclckat pada jabatan

seorang pimpinan. Pengawasan Fuagsional yaitu Pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat

pengawasan yang seeara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang

meJakukan attdii seeara mdependeti tersebul nbjek yang diawasinya. Pettgawasan Internal yang

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang diberikan tanggung jawab

mengawasi pada bagian Kepaniteraan Perkara dan Kepaniteraan Hukum oleh Panitera dan

bagian Kesekretariatan oleh Sekretaris sesuai ringkat jabatan yaitu:

1.Rapal Bulanan Umum Tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) kali rapat yaitu : Rapat

dihadiri oleh Ketua, Hakim, Pejahal Struktural dan Fungsional serta dihadiri oleh

selurith Pegawai dan Honorer. Masing - musing bagian memberikan Laporan evaluasi

bulanan kepada hakim pengawas bidang setiap  uuiggal 4 setclah ilu dibahas dalam

rapal semua kendala - kendala yang dihadapi dan bukti rapat racialui nolulen, daltar

hadir rapat, Folo lelah diarsipkan dengan baik.

2.Rapat bagian teknis pada Tahun 2019 yaitu rapal yang diikuti  oleh sduruh Pejabat

Fungsional Panilera, Panmud Perkara, Panmud Hukum, Panitera Pengganli dan Juru

Sita. Telah dilakukan seeara berkala dan bukti rapal sepetti notulen dallar hadir rapat

dan foto telah diarsipkan dengali baik.

3.Rapat Bagian Non Teknis yaitu rapat yang diiaksanakan seliap bulan pada minggu

pdrtama dan dihadiri oieh Pejabat Struktural dan Staf PTUN Manado. Bukti rapat

sejicrti notulen daflar hadir rapat dan foto telah diarsipkan dengan baik.

4.Rapal Tnsidentil adalah rapal lanpa direncanakan tcrlebih dahulu karena adanya masalah

yang raemerlukan penanganan segera, hal ini tidak dapat dthitung karena sitoasinya



5.Pengawasan dan Pembinaan okh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar

6.Pengawasan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. EVALUAS1

Bahwa hasil Pengawasan melekat langsung dilaksanakan okh Ketua Pengadilan Til

Usaha Negara Manado dan apa y ng i e al as egera d lakt k n penycl n p d bin

berikutnya. Pcngawasan Bidang Posbakum telah dilaksanakan oleh Kelua Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado dengan melaksanakan rapal bersama Posbakum dilakukan perhaik;  n

Berbagai program penccgahan dan pemberantasan yang dibangun oleh Mahkam h

Agung Repubiik Indonesia adalah untuk mencegah tindakan pungii dan penealoan y; ng

didukung sepenuhnya oleh PTUN Manado dan telah tersedia program aplikasi sebagai bcrikul:

1.Aplikasi S1WAS-MARI dapat di akscs di  https:77siwas.mahkamahaeitn^.go.Id7

2.Layanan SMS Nomor 085282499900 nama, pelapor, identitas,  saluan keija, isi

3.Surat Elcklronik (e-mail) dikirim ke peneaduan@mahkamahaeime. flo.id

4.FaksimlliTtelepon langsung melalui  peiugas layanan 021-29079274

5.Meja Tnformasi dan Pengaduan di lobby Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

6.Kotak Pengaduan di Lobby Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

7.Surat Pengaduan dikirim kepada Kcpaia Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

>Hasil Pengawasan melekat yang dilakukan tcrhadap scluruh Pegawai Pengadilan Tata

Usaha Negara Mauado seiama 2019 tidak dhemukan adanya pelonggaran yartg perlu

dkindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penjatuhan hukumau disiplin walaupun disadari

masih perlu dilakukan pembinaan terhadap Pegawai Pengadilan Tata Usaha Ncgara

Manado agar dapat ditlngkatkan kualitas pekerjaannya.

>Kckurangan SDM sehingga banyak pegawai yang merangkhp tugas.



. Pelaksanaan Penilaian Tim Akredilasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara Tim Assesmen memberikan nilai pada tanggal 28 Juni

2018dengannilai 81,97.

. Sesuai hast! penyusunan analisis jabatan dan pethilungan beban keija tahun 2019 di

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dinyatakan dalam Surat Ketua Pengadilan

Tata Usaha N^gara Manado Nomor W4.riTN27945/KP.00.17X72019 tanggal 15

Oktober 2019 tentang Penetapan Hasil Penyusunan Analisis Jabatan dan Perhitungan
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. Pagu Anggaran belanja Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Kode Satker

531873 sebesar Rp. 51.450.000,- (Lima Puluh Satu Jnia Empat Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah). Dengan rineian realisasi sebagai berikuE
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BAB VII

PENUTUP
t.   Kesimpnlai

1.Sisa perkara tahun 2018 yang harus diselesaikan pada tahun2019 sebanyak 11 perkara

sedangkan yang masuk atau didaftarkan pada tahun 2019 sebanyak 38 perkara gugatan

dan 2 perkara permohonan (Pennohonan Eiktif Positif) sehingga total petkara yang

haras diselesaikan herjumiah 11 + 38 + 2 = 51 perkara.

2.Perkara yang dimohoukan Banding pada lahun 2019 sebanyak 15 perkara.

3.Perkara yang dimohonkan Kasasi tahun 2019 betjumlah 12 perkara.

4.Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tahun 2019 berjumiah 4 perkara.

5.Pagu Anggaran belanja Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Kode Satker

531872 sctclah revisi ke 10 sebesar Rp. 4.919.233.000,- (Empat Milyar Sembilan

Ratus Sembilan Betas Jata Daa Ratas Tiga Pulub Tiga Ribu Rupiak). Dengan

rtocian rcalisasi sebagai bcrikuE



Analisis Bchan Kerja, maka kekurangan ASN pada bagian Kesekretariatan dan

Kepaniteraan sebanyak 23 Orang.

B. REKOMENDAS1

1 Untuk hiaya Prodeo pada tahun 2019 htmya tersedia alokasi dana DIPA bag! 1 pcrkara

sebesar Rp. 650.000,- dan dari peimintaan informasi seiama tahun 2019 terdapat 2

permohonan untuk beracara dengan euma-cuma (prodeo) akan tetapi mengingat dana

tang tersedia hanya untuk 1 perkara Prodeo maka untuk permohonan yang kcdua

disarankan mengunakan biaya sendiri karena tidak ada lagi dana dan bcrdasarkan

permohonan informasi yang bcrsagkutan sctelah dilihat bahwa yang bersangkutan

masih hanis mcnempuh upaya seperti yang diamanalkan oleh PERMA 6 Tahun 2018

maka diarahkan untuk mengajukan gugatan setelah menempuh upaya sesuai dcngatt

Perma 6 Tahun 2018 yang mana dalam perhitongan gugatan akan didaftarkan pada

tahun 2020 sehingga diharapkan permohonan yang bersangkutan karena tidak mampu

dapat mempergunakan biaya Prodeo tahun 2020. Demikian juga ketika I perkara

Prodeo tahun 2019 telah diputus pada ttngkat pertama dan Penggugat masih ingin

melakukan upaya Banding akan tetapi karena tidak tcrscdianya dana Prodeo untuk

upaya Banding maka yang bersangkutan hanya mendapatkan upaya hukum sampai

dengan Tingkat Pertama Diharapkan untuk biaya Prodeo PTUN Manado tahun 2020

dapat mengakomodtr 2 atau lebih perkara dan dapat dipertimbangkan untuk

kctcrscdiaan dana Prodeo jika ada yang ingin mengajukan Banding, Kasasi ataupun PK.

Kami telah mengusulkan anggaran uniuk prodeo Tahun 2021 sebesar Rp. 1.250.000,-

2.Diharapkan pub untuk dapal memberikan penambahan Sumbcr Etaya Manusia (SDM)

sesuaj dengan hasil Anjab dan ABK yang lelah dilakukan sebanyak 23 Orang.

3.Penambahan Tenaga Houorcr Satpam dan Pramusaji sebanyak 7 Orang karenakan

Pengadilan PTUN Manado tciah mcmiltki gedung yang bara, oleh karenanya tenaga

honorer, sebab tenaga honorer yang ada saat ini sebanyak 10 otang tciah diperbantukan

sebagai staf pada tiap bagian dan pengusulan pengangkalan honorer menjadi PPPK.

4.Pcmbangunan Lanjutan Rumah dinas Hakim dan Sarana Lingkungan lainnya, sebab

sangat memungkinkan untuk dilakukan penambahan rumah dinas sebanyak 10 Unit

protoype type 50 karena laban kosong masih tersedia seluas 3500 M1

5.Renovasi Rumah dinas sebanyak 4 Unit yang dibangun tahun 1993.

6.Permintaan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4.

7.Sehubungan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado akan menempati gedung

yang bunt, kami mengusulkan permintaan pengadaan meubeler kantor yang bara. Sebab



Tahun 2008, 2011 dan 2013 sudah empat kali PTUN Manado telah meiaksanakan

penghapusan Barang Millk Negara, bcrupa pcraiatan dan mesin serin kendaraan

operasional roda 2 dan roda 4.

8.Pcngusulan Mini Bus 1 Unit untuk pegawai PTUN Manado, mengingat jarak kantor

dan rumah pegawai sanga! jauh. Dengan adanya mini bus diharapkan dapat

mempermudah dan efisiensi waktu pegawai sehingga pegawai tidak akan teriambat

9.oleh karena PTUN Manado akan menempati gedung yang bara maka gedung lama akan

dilakukan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atau pinjam pakai oleh pemerinlah daerah.


